
BUPATI TAPIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI TAPIN 

NOMOR 20 TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN TAPIN 

TAHUN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu 

menetapkan Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2021; 

b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dilaksanakan dalam rangka adanya perubahan 

asumsi kerangka ekonomi Daerah, kerangka 

pendanaan, rencana program dan kegiatan 

prioritas Daerah dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2021 yang telah ditetapkan; 

SALINAN 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huraf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2021; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 

4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor   5587),    sebagaimana      telah     diubah   

beberapa   kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 
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11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134); 

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4738); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4816); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan  

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 
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22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

10); 

23. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 201); 

24. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 

tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 304); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 

Tahun 2018 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 249); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi 

Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 

Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

lndonesia Tahun 2020 Nomor 581); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 

2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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34. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 

080 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2020 Nomor 80); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 

Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tapin Tahun 2012 Nomor 12); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor  05 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2013 Nomor 05); 
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39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 

Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 

Nomor 16); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tapin Tahun 2019 Nomor 10); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tapin Tahun 2019 Nomor 04); 

42. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten 

Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin 

Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 

Nomor 39); 
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43. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 03); 

44. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 27); 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tapin. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 
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6. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau 

disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Dokumen 

Perubahan atas RKPD tahun berjalan. 

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen 

Perubahan atas Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 

1 (satu) tahun. 

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah 

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 

rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

 

BAB II 

PERUBAHAN RKPD 

Pasal 2 

(1) Perubahan RKPD ini dijadikan sebagai dasar penetapan 

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan pedoman 

penyusunan rancangan Perubahan KUA dan PPAS dalam 

rangka penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun 

Anggaran 2021. 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menguraikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan 

yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.  
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(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II  : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN II TAHUN 2021 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VI : PENUTUP 

  

Pasal 3 

(1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD 

dengan melakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah. 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan 

Triwulan II tahun berjalan dan perubahan program, kegiatan 

dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021. 

(3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021. 

(4) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2021 dimuat dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berbeda dengan RKPD 

Tahun 2021, maka digunakan program dan kegiatan hasil 

Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tapin. 

 

Ditetapkan di Rantau 

pada tanggal 23 Juli 202130 Mei 
2014 

                                           

BUPATI TAPIN, 
 

                                                 
              ttd 
                   

M. ARIFIN ARPAN 
Diundangkan di Rantau 

pada tanggal 23 Juli 202130 Mei 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 
 

     
     Ttd                 ttd 
 

               MASYRANIANSYAH 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 203 


